
  

GUBERNUR GORONTALO 

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO 

NOMOR 21 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 15 TAHUN 
2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR 

DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) 

Menimbang 

Mengingat 

DI WILAYAH PROVINSI GORONTALO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR GORONTALO, 

bahwa pembatasan sosial berskala besar di Provinsi Gorontalo 

telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 

15 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan 

Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19) di wilayah Provinsi Gorontalo, 

bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan PSBB di lapangan 

serta hasil pemantauan dan evaluasi Tim Evaluasi Pembatasan 

Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19) perlu melakukan perubahan dan penyesuaian 

Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar 

Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di 

wilayah Provinsi Gorontalo, 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur Gorontalo tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Gubernur Gorontalo Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah 

Provinsi Gorontalo, 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit 

Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1984 Nomor 3723), 

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 258. Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4060), 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4723), 

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, 

tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5063): 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679), 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601): 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6236), 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 

Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) Dan /Atau Dalam Rangka Menghadapi 

Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional 

Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485): 

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang 

Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447), 

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil 

Pemerintah Pusat ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6224): 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang 

Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487), 

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas 

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), 
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13. Keputusan Pesiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disesase 

2019 (COVID-19), 

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949 / Menkes/SK/ VII/2004 

tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini 

Kejadian Luar Biasa, 

15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 

tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan 

penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361), 

16. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No.25 

tahun 2020 Pengendalian Trasnportasi Selama Masa Mudik 

Idul Fitri Tahun 1441 H. 

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka 

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326), 

18. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan 

Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona 

di Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan 

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A 

Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu 

Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di 

Indonesia: 

19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel 

Coronavirus (Infeksi 2019-nCov) sebagai Jenis Penyakit Yang 

Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya, 

20. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

HK.01.07/Menkes/279/2020 tentang Penetapan Pembatasan 

Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Gorontalo Dalam 

Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19). 

21. Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 118/32/IV/2020 

tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Non 

Alam Akibat Virus Corona di Provinsi Gorontalo Tahun 2020: 

22. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.15 Tahun 2020 tentang 

Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Di Rumah 

Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman 

Covid di Masa Pandemi, 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 15 TAHUN 2020 
TENTANG  PEDOMAN  PELAKSANAAN  PEMBATASAN SOSIAL 
BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 

2019 (COVID-19) DI WILAYAH PROVINSI GORONTALO. 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15 

Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala 

Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di 

Wilayah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 

2020 Nomor 15) diubah sebagai berikut : 

Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disispkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 11A, 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Pasal 11A 

Rumah ibadah tertentu dapat dikecualikan dari penghentian 

sementara kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

3 da 

Rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang 

berdasarkan fakta lapangan serta angka R-Naught/RO dan angka 

Effective Reproduction Number/ Rt, berada di kawasan/lingkungan 

yang aman dari Covid 19. 

Rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjukan 

dengan surat keterangan rumah ibadah aman Covid dari Ketua 

Gugus Tugas Provinsi/ Kabupaten/Kota/ Kecamatan sesuai tingkatan 

rumah ibadah dimaskud, setelah berkoordinasi dengan forum 

Komunikasi Pimpinan Daerah setempat bersama majelis-majelis 

agama dan instansi terkait di daerah masing-masing. 

Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dicabut 

bila dalam perkembangannya timbul kasus penularan di rumah 

ibadah tersebut atau ditemukan ketidaktaatan terhadap protocol 

yang telah ditetapkan, dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Pengurus rumah ibadah mengajukan permohonan surat 

keterangan bahwa kawasan/lingkungan rumah ibadahnya aman 

dari Covid 19 secara berjenjang kepada Ketua Gugus 

Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi sesuai tingkatan rumah 

ibadah: 

b.Rumah ibadah yang berkapasitas daya tampung besar dan 

mayoritas jamaah atau penggunaannya dari luar 

kawasan/lingkungannya, dapat mengajukan surat keterangan 

aman Covid 19 langsung kepada pimpinan daerah sesuai 

tingkatan rumah ibadah tersebut, 

c. Kewajiban pengurus atau penanggung jawab rumah ibadah : 

1. Menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi 

penerapan protokol kesehatan diarea rumah ibadah. 

2. Melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala di area 

rumah ibadah. 

3. Membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah 

guna memudahkan penerapan dan pengawasan protocol 

kesehatan. 

4. Menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/hand sanitizer di 

pintu masuk dan pintu keluar rumah ibadah. 

5. Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi 

seluruh pengguna rumah ibadah. Jika ditemukan pengguna 

rumah ibadah dengan suhu » 37,5 ” C (2 kali pemeriksaan 
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3. 

dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan memasuki area 

rumah ibadah. 

Menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda 

khusus di lantai/ kursi minimal jarak 1 meter. 

Melakukan pengaturan jumlah Jemaah/pengguna rumah 

ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan untuk 

memudahkan pembatasan jaga jarak 

Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi 

ketentuan kesempurnaan beribadah 

Memasang imbauan penerapan protokol kesehatan di area 

rumah ibadah pada tempat tempat yang mudah terlihat. 

Membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protocol 

kesehatan yang telah ditentukan. 

Memberlakukan penerapan protocol kesehatan secara khusus 

bagi jamaah tamu yang datang dari luar lingkungan rumah 

ibadah. 

Kewajiban masyarakat yang akan melaksanakan ibadah di rumah 

ibadah : 

L, 

2. 

3. 

Jemaah dalam kondisi sehat: 

meyakini bahwa rumah ibadah yang digunakan telah memiliki 

surat keterangan aman Covid 19 dari pihak yang berwenang, 

menggunakan masker/masker wajah sejak keluar rumah dan 

selama berada diarea rumah ibadah: 

.menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan 

menggunakan sabun/hand sanitizer, 

. menghindari kontak fisik seperti bersalaman atau berpelukan, 

. menjaga jarak antar Jemaah minimal 1(satu) meter, 

. menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di 

area rumah ibadah selain untuk kepentingan ibadah yang 

wajib. 

.melarang beribadah di rumah ibadah bagi anak-anak dan 

waarga lanjut usia yang rentan tertular penyakit serta orang 

dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap Covid 19, 

.ikut perduli terhadap penerapan pelaksanaan protocol 

kesehatan di rumah ibadah sesuai dengan ketentuan, 

penerapan fungsi sosial rumah ibadah meliputi kegiatan 

pertemuan masyarakat di rumah ibadah (misalnya akad 

pernikahan/perkawinan) tetap mengacu pada ketentuan diatas 

dengan tambahan ketentuan sebagai berikut : 

a. memastikan semua peserta yang hadir dalam kondisi sehat 

dan negatif Covid 19, 

b. membatasi jumlah peserta yang hadir maksimal 20”Y6 (dua 

puluh persen) dari kapasitas ruang dan tidak boleh lebih dari 

30 orang,dan 

Cc. pertemuan dilaksanakan dengan waktu se efisien mungkin. 
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Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Provinsi Gorontalo 

Ditetapkan di Gorontalo 

   pada tanggal 4 Juni 2020 
? 

0 ME 3:39 pn) DITANDA TANGANI SECARA 
Fe) ELEKTRONIK OLEH : 

3 
RUSLI HABIBIE 
Gubernur Gorontalo 

Diundangkan di Gorontalo 

pada tanggal 4 Juni 2020 
SEKRETARIS D PROVINSI GORONTALO, 

DARDA DARABA 

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR 21
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